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Abstrak: Negara-negara di dunia secara masif menggunakan berbagai teknologi informasi yang canggih 
untuk membantu memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi potensi dan model penggunaan teknologi blockchain dalam mengatasi masalah korupsi di 
Indonesia. Pemanfaatan teknologi blockchain yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi 
celah dalam praktik korupsi. Blockchain adalah database terdistribusi dengan catatan (ledger) yang 
digunakan bersama oleh semua peserta jaringan. Smart contract sebagai salah satu bentuk dari blockchain 
dapat membantu membuat proses menjadi lebih transparan dan dapat dilacak. Karena Blockchain adalah 
teknologi yang relatif baru, sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk menjelaskan potensinya di 
sektor publik, terutama yang berkaitan dengan masalah korupsi. Penelitian ini mengembangkan model 
untuk penerapan teknologi blockchain dan melakukan analisis mendalam mengenai kemungkinannya 
dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan eksplorasi. Wawancara mendalam untuk 
mendapatkan gambaran besar mengenai model pengembangan blockchain di sektor publik dilakukan 
terhadap beberapa narasumber, yaitu Dirjen Penelusuran Aset KPK, Jaksa Penuntut Umum KPK, Bagian TI 
KPK, WIr Group, BPKP, dan praktisi blockchain. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga 
Desember 2022. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa menjanjikannya penggunaan teknologi 
blockchain untuk mengurangi korupsi. Buku besar yang terdistribusi memberikan cara baru bagi 
pemerintah untuk meningkatkan transparansi. Model yang dapat diterapkan adalah blockchain berizin 
karena memiliki sifat privat. Penerapan blockchain membutuhkan dukungan manajemen puncak, kesiapan 
organisasi, dukungan organisasi. Untuk memperdalam pemahaman, diperlukan penelitian eksperimental 
lebih lanjut untuk menguji model tersebut. 
Kata Kunci: Blockchain Governance; Sistem Anti Korupsi; Smart contract; Distributed Ledgers; Teknologi 
Informasi 
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Pendahuluan  

Era Revolusi Industri memunculkan berbagai teknologi canggih yang mempermudah pelaksa-
naan berbagai tugas dan pekerjaan, misalnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), Internet 
of Things, pemelajaran mesin (machine learning), pencetakan tiga dimensi (3D printing), big data, 
dan teknologi blockchain. Teknologi-teknologi tersebut memiliki potensi luar biasa untuk mema-
jukan produktivitas organisasi dan individu dalam suatu sistem kerja. Adanya revolusi industri 
dan kemunculan teknologi teknologi baru memungkinkan perubahan pola kerja pemerintah yang 
awalnya manual dan tradisional menjadi modern, simple, cepat dan lebih efisien.  

Perubahan zaman memunculkan permasalahan yang semakin beragam bagi instansi pemerin-
tah. Revolusi industri memberikan tantangan bagi pemerintahan, seperti yang disebutkan oleh  
(Shava & Hofisi, 2017) bahwa dalam era ini, masyarakat semakin menuntut pemberian pelayanan 
publik yang lebih baik dari pemerintah. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemanfaatan 
teknologi baru yang memungkinkan warga untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui 
jejaring sosial (facebook, whatsapp, twitter) dan platform online lainnya yang sangat penting 
dalam memfasilitasi e-participating, sehingga meningkatkan akuntabilitas sosial pemerintah. Hal 
ini juga sesuai dengan gagasan akan munculnya knowledge society (masyarakat berpengetahuan) 
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yang lebih terinformasi tentang proses sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi mereka 
pada era teknologi ini. Dengan demikian, masyarakat akan lebih tergerak untuk berpartisipasi 
dalam proses pembangunan mereka sendiri, bahkan merambah ke masyarakat yang selama ini 
termarjinalkan (Nath, 2003). Sofyani et al. (2020) menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat agar 
pemerintah memberikan layanan yang cepat dan akurat semakin meningkat di era disrupsi 
revolusi industri 4.0. Tantangan ini dapat diantisipasi dengan pemanfaatan teknologi informasi 
pemerintahan sebagai suatu alat yang paling berperan untuk meningkatkan kinerja suatu 
organisasi publik (Ali & Green, 2005).  

Korupsi merupakan masalah publik yang cukup disoroti karena tingginya jumlah, keragaman, 
dan banyak negara-negara yang mengalami skandal korupsi (Elliott, 2017). Hal ini menunjukkan 
kompleksitas fenomena ini dan menjadi isu global. Korupsi, atau suatu dorongan untuk berbuat 
salah dengan penyuapan atau cara lain yang melanggar hukum atau tidak pantas, merupakan 
masalah global (Heeks, 1998). Amundsen dalam (Saputra, 2019) mengkategorikan korupsi sektor 
publik menjadi beberapa tipe yakni namely penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan penipuan. 
Korupsi perlu dikaji dan ditangani sedemikian rupa karena korupsi memiliki dampak yang berba-
haya bagi masyarakat, misalnya: korupsi menghabiskan sumber daya ekonomi yang berharga, 
terutama dana investasi, ke dalam penggunaan yang tidak produktif, dan mengurangi kemungkin-
an ketercapaian tujuan pemerintah. Korupsi juga menyedot sumber daya berharga lainnya, misal-
nya waktu kerja pegawai sektor publik – ke dalam ketidakproduktivitasan dan menciptakan 
kebencian dan frustrasi di antara staf, sehingga mengurangi efisiensi organisasi. Karena sifatnya 
yang tersembunyi dan tidak akuntabel, korupsi pada dasarnya tidak demokratis dan merusak 
proses dan institusi demokrasi (Heeks, 1998). 

Selama tiga dekade terakhir, korupsi menjadi suatu topik khusus yang banyak dikaji secara 
ekstensif dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam ranah kajian ilmu ekonomi, korupsi mulai dikaji sejak 
1975, yang diinisiasi oleh paper Rose-Ackermann (Rose-Ackermann, 1975). Berbagai disiplin 
dalam ilmu-ilmu sosial telah memeriksa sejumlah besar topik yang terkait korupsi, misalnya 
sejarah korupsi, pengaruh pada fraksi dan partai politik, peran fungsionalnya dalam sistem politik 
dan hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, dan pengembangan (Torsello & Venard, 
2016). Beberapa kajian juga meneliti solusi permasalahan korupsi yang mengakar dalam organi-
sasi pemerintahan (du Plessis & Breed, 2013; Klaveren, 2017; Mahmood, 2005).  

Menurut Artidjo Alkostar dalam Muliyawan (2021), saat ini bangsa Indonesia sedang dihadap-
kan dengan meningkatnya korupsi sebagai suatu isu yang besar, utamanya korupsi politik. 
Korupsi dinilai menghambat aspek pembangunan nasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial 
politik, dan budaya bangsa. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang 
tentu saja menentang hak-hak masyarakat. Beberapa survei dan riset telah dilakukan untuk 
mengukur tingkat korupsi di sektor publik di Indonesia. Pengukuran oleh Lembaga Transparency 
International, mengungkap bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada rangking ke 96 dari 
180 negara (Transparency International, 2022). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dimaksud 
adalah pemeringkatan korupsi global yang paling banyak digunakan di dunia. Indeks ini 
mengukur seberapa korup organisasi sektor publik masing-masing negara, menurut para ahli dan 
pelaku usaha. Indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2021 adalah 38 (dengan skala 0 = 
sangat korup, dan 100 = sangat bersih). 

 

Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Menurut Transparency International (2021 Corruption 
Perceptions Index - Explore The… - Transparency.Org, n.d.) 
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Sementara itu, pengukuran Global Corruption Index 2021 menunjukkan bahwa Indonesia 
menempati posisi ranking 101 dari total 196 negara, dengan skor 46,75 (0 menunjukkan tingkat 
resiko korupsi sangat rendah, dan 100 menunjukkan tingkat resiko korupsi sangat tinggi) (Global 
Risk Profile, 2021). Badan Pusat Statistik mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi yang menilai 
tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi (Badan Pusat Statistik, 2020). 
Indeks ini mencakup tiga fenomena utama korupsi, yakni suap (bribery), pemerasan (extortion), 
dan nepotisme. Nilai IPAK memiliki interval pada skala 0 (paling buruk) sampai 5 (paling baik). 
Menurut BPS, pada tahun 2021, nilai IPAK Indonesia yaitu 3,88; lebih tinggi dibanding tahun 2020 
(3,84). Kondisi di atas, didukung pula dengan jumlah tindak pidana korupsi yang makin 
bertambah dari tahun ke tahun. 

 

Gambar 2. Jumlah Perkara dan Terdakwa Kasus Korupsi (2018-2021) (ICW dalam (Kusnandar, 2022)) 

Fenomena diatas memunculkan pertanyaan, apa yang telah diupayakan untuk mengatasi me-
rebaknya korupsi di Indonesia? Pada tahun 1990an, banyak organisasi mencoba melakukan 
perombakan birokrasi, memberikan insentif pada penyelenggara negara, dan memberikan stan-
dar rekrutmen formal dan kriteria promosi. Upaya yang lebih terkini berfokus pada pemberantas-
an korupsi melalui upaya upaya transparansi dan akuntabilitas seperti meningkatkan pemantau-
an/pengawasan perilaku aparatur dan menciptakan insentif positif dan negatif untuk perilaku 
yang lebih baik (Fukuyama, 2018). Misalnya, whistleblowing system dan sistem penganggaran 
partisipatif yang mana masyarakat lebih dilibatkan dalam keputusan penganggaran, atau pema-
sangan CCTV, dsb. (Rachman, 2018) mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk menanggu-
langi korupsi adalah melalui keterbukaan informasi publik, dimana masyarakat dapat menilai 
langsung transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam memanfaatkan sumber 
daya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kajiannya, Astuti (2013) menyebutkan bahwa ber-
bagai upaya penanggulangan korupsi telah dilakukan, misalnya penguatan payung hukum, peng-
galakan budaya anti korupsi, pembentukan lembaga antirasuah, peningkatan kualitas aparatur 
negara, dsb. Namun demikian, di lapangan, realitanya korupsi tumbuh subur dan semakin mera-
jalela. ICW mencatat adanya peningkatan nilai kerugian negara dari tahun ke tahun akibat korupsi 
(Javier, 2021). 
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Gambar 3. Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi (dalam Triliun Rupiah) (ICW dalam (Javier, 2021)) 

Korupsi juga menjadi permasalah utama birokrasi di Indonesia, termasuk pada upaya pena-
nganan pandemi (Aji Nugroho & Fitri Azmi, 2021). Pada tahun 2020, World Economic Forum 
(WEF) mengukur tingkat efektivitas pemerintahan dan hasilnya menyatakan bahwa korupsi 
menjadi patologi paling kronis dari birokrasi (bisa dilihat pada gambar 4). Korupsi yang dilakukan 
pemerintah disinyalir menjadikan potensi investasi Indonesia menurun. 

 

Gambar 4. Permasalahan Birokrasi di Indonesia (WEF Report, 2020) 

Korupsi sulit diberantas akibat adanya kendala sistemik yaitu budaya korupsi yang mengakar 
pada aparatur dan sistem organisasi (Priambodo et al., 2020; Santoso et al., 2014). Hal ini 
didukung oleh pernyataan Laode M Syarief dalam (Novianto, 2018) yang menyatakan bahwa 
tantangan korupsi ada pada sistem perencanaan dan pelayanan publik, serta perlunya perbaikan 
sistem e-planning, e-budgeting dan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan yang lebih ade-
kuat. Upaya penanggulangan korupsi yang ada, meskipun telah diupayakan secara optimal, hasil-
nya belum membuahkan hasil yang signifikan. Meskipun perhatian terhadap kebijakan korupsi 
dan antikorupsi telah meningkat secara dramatis dalam penelitian dan kebijakan kebijakan ter-
kini, hasil dari banyak program antikorupsi dan program reformasi tata pemerintahan yang baik 
sejauh ini tidak terlalu menunjukkan hasil yang berarti (Rothstein, 2018). Hal ini menunjukkan 
perlunya suatu terobosan untuk perubahan yang dapat mengubah fenomena korupsi yang terjadi 
secara sistemik. Dengan kata lain, sistem yang ada, yang memiliki banyak celah untuk perilaku 
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korupsi dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga celah untuk korupsi dapat diminimalisir 
atau mencegah korupsi. Sistem ini dapat disebut pula sebagai sistem anti korupsi.  

Pemerintah-pemerintah maju di dunia menggunakan berbagai teknologi canggih untuk mem-
bantu mereka menyediakan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat. 
Cukup banyak kajian terkini mengenai pemanfaatan teknologi untuk menanggulangi masalah 
korupsi baik di negara maju maupun berkembang (Afolabi et al., 2022; Miroslav et al., 2014; Oye, 
2013; Rajon & Zaman, 2008; Sarker et al., 2021). Untuk menciptakan suatu sistem yang bebas dari 
kemungkinan kecurangan, manipulasi serta akuntabel dan anti korup dalam bekerja, teknologi 
blockchain dapat dimanfaatkan sedemikian rupa (Aarvik, 2020; Aggarwal & Floridi, 2018; 
Britchenko & Cherniavska, 2019; De Souza et al., 2018; Kaplan, 2021; Kshetri & Voas, 2018). 
Blockchain merupakan suatu teknologi yang diklaim terbukti mampu memitigasi resiko korupsi 
dan kecurangan (fraud) (Sarker et al., 2021)  

Secara konseptual, blockchain adalah database terdistribusi yang berisi catatan transaksi yang 
dibagikan di antara anggota yang berpartisipasi. Setiap transaksi dikonfirmasi oleh konsensus 
mayoritas anggota, membuat transaksi berupa penipuan tidak dapat melewati konfirmasi kolek-
tif. Setelah catatan dibuat dan diterima oleh blockchain, catatan tersebut tidak akan pernah bisa 
diubah atau hilang (Efanov & Roschin, 2018). Blockchain memiliki banyak manfaat bagi manaje-
men sektor publik. Selain mengurangi potensi kecurangan dan penyelewengan, blockchain juga 
dapat meningkatkan manajemen persediaan, meminimalisir biaya, meningkatkan kepercayaan 
publik, mengidentifikasi masalah/kesalahan dengan lebih cepat, dan mengurangi penundaan aki-
bat administrasi yang berbelit belit (Khosla et al., 2019). Pada intinya, blockchain menyelesaikan 
masalah dan mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Blockchain, da-
lam aplikasinya juga dapat berupa smart contract yang dapat membantu pemerintah dalam mana-
jemen penganggaran sehingga lebih transparan dan trackable (dapat dilacak penggunaannya).  

Pada sektor swasta, penggunaan blockchain telah masif digunakan (Guo et al., 2020). Tata kelo-
la manajemen perusahaan menjadi lebih akuntabel (Stockburger et al., 2021). Perkembangan 
tersebut di berbagai negara banyak diadopsi oleh sektor publik. Adopsi ini memberikan manfaat 
di berbagai aspek. Misalnya, Kohli & Liang (2021) melakukan systematic literature review menge-
nai riset riset organisasi mengintegrasikan blockchain secara strategis ke dalamnya. Mereka 
mengkaji beberapa literatur yang meneliti tentang penerapan blockchain dalam empat sektor, 
yakni perpajakan, potensi korupsi pada pengiriman barang global (global shipping), industry pub-
lik/swasta dan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran strategis teknologi block-
chain dalam organisasi dan masih banyak yang harus dieksplorasi dalam teknologi blockchain 
Contoh lain diungkapkan oleh (Parenti et al., 2022) yang meneliti tentang model difusi smart 
government menggunakan blockchain sebagai suatu alat anti korupsi pada kota kota cerdas (smart 
cities). Model yang dihasilkan, dinamakan model difusi BT Tata Kelola Cerdas, mengkonseptual-
isasikan difusi blockchain sebagai proses bertahap termasuk input, throughput yang dinamis, dan 
output. Model ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual tentang difusi teknologi 
pada smart city dan menyoroti potensi blockchain sebagai mitigasi kerentanan terhadap korupsi, 
yang relevan bagi akademisi dan perwakilan pemerintah.  

Riset oleh (Casallas et al., 2020) mengkaji smart contract dalam blockchain di sektor publik. 
Riset ini meneliti penerapan di sektor publik di bawah sistem Blockchain, misalnya, transaksi, 
perjanjian, pendaftaran properti dan inovasi, pengembangan dan aset lainnya. Kajian dikhusus-
kan pada penerapan smart contract (mekanisme yang bertujuan untuk menghilangkan perantara 
untuk menyederhanakan proses) dalam prosedur pengadaan barang dan jasa publik, mengingat 
bahwa dalam jenis kegiatan inilah tingkat korupsi yang tinggi sering ditemui. Riset ini mereko-
mendasikan pemanfaatan blockchain bersama dengan smart contract melalui platform seperti 
Ethereum atau Lisk, karena fleksibilitas penggunaannya dan perkembangan terkini. 

Teknologi blockchain memungkinkan ’jaringan peserta’ yang tidak tahu atau tidak percaya satu 
sama lain untuk menyetujui keadaan administrasi bersama, tanpa harus bergantung pada inter-
vensi manusia, titik kontrol pusat, atau pengawasan peraturan (Tan et al., 2022). Dari berbagai 
penelitian yang telah dilakukan, penggunaan blockchain di sektor publik mampu mereduksi 
korupsi (Aarvik, 2020; Kaplan, 2021; Yang & Li, 2020). Namun penelitian yang banyak dilakukan 
masih terbatas pada konteks negara maju (Tan et al., 2022). Prospek penggunaan negara 
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berkembang seperti Indonesia dengan kompleksitas permasalahan secara sosial, ekonomi, dan 
politik (Hadiz, 2004) belum banyak diteliti.  

Di Indonesia, banyak upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, seperti penyediaan 
payung hukum terkait tindak pidana korupsi, pembentukan KPK yang fokus pada pencegahan dan 
penindakan korupsi, dsb. Namun demikian, belum banyak teknologi yang dimanfaatkan dalam 
upaya pemberantasan korupsi sehingga teknologi blockchain ini akan dapat menjadi suatu 
terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga tercipta suatu sistem penganggaran 
yang bersifat anti korupsi di Indonesia.  

Indonesia yang memiliki indeks korupsi tinggi menjadi laboratorium yang ideal untuk melihat 
prospek adopsi teknologi blockchain dalam membentuk sistem anti-korupsi di era revolusi 
industri 4.0. Dibutuhkan analisis lebih lanjut potensi Smart contract dalam blockchain mampu 
mereduksi praktik korupsi di Indonesia. Analisis ini diharapkan mampu memunculkan model 
baru pada pengembangan sistem anti-korupsi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui dan mengeksplorasi potensi penggunaan 
teknologi Blockchain pada sektor publik untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas keuang-
an dan mencegah korupsi serta bagaimana model pemanfaatan teknologi Blockchain untuk 
diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, peneliti memetakan dan merancang suatu model 
pemanfaatan teknologi blockchain, yakni melalui aplikasi smart contract sebagai sistem anti 
korupsi modern yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sesuai untuk menyusun se-
buah model sistem anti korupsi (De Souza et al., 2018; Kaplan, 2021; Tan et al., 2022). Pendekatan 
eksploratoris dilakukan ketika pertanyaan penelitian yang dimunculkan belum pernah diteliti 
secara mendalam dan isu yang dikaji merupakan suatu hal yang baru(Elman et al., 2020; George, 
2021). Tabel 1 menjelaskan tentang responden wawancara dalam pengumpulan data. 

Wir Group merupakan pionir pengembang blockchain dan kripto di Indonesia. Dengan 
pengalaman yang dimiliki, peneliti akan menggali informasi potensi cloning teknologi tersebut di 
sektor pemberantasan korupsi. KPK sebagai institusi formal pemegang otoritas utama dalam 
pemberantasan korupsi, akan digali informasi sejauh mana kesiapan regulasi, SDM dan 
infrastuktur Indonesia dalam mengadopsi blockchain. BPKP sebagai badan pengawasan keuangan 
yang berperan dalam memantau pembangunan menjadi sumber informasi sejauh mana kesiapan 
SDM pengawas pembangunan dan organisasi dalam sistem blockchain yang akan dikembangkan. 
Sementara itu, praktisi blockchain akan memberikan rujukan rujukan teknis sistem blockchain.  

Tabel 1. Responden Wawancara dalam Pengumpulan Data 

No. Narasumber Keterangan 
1. KPK (Dirjen 

Labuksi) 
Wawancara yang dilakukan meliputi pembahasan manajemen asset negara, 
memandang potensi penggunaan teknologi informasi khususnya blockchain 

2. KPK (Jaksa 
Penuntut 
Umum) 

Pembahasan yang dibicarakan meliputi kondisi terkini dari korupsi yang ada, 
Tantangan yang hadir pada dunia digital yang berkaitan dengan 
korupsi,Membahas korupsi dari kacamata hukum. 

3. KPK (IT Staff) Membahas blockchain dari segi feasibility apakah blockchain tersebut 
adaptable untuk diaplikasikan di Indonesia 

4. WIR GROUP Pembahasannya mengakar pada cara kerja sistem dari teknologi block-chain. 
Selain itu, dalam wawancara tersebut dibahas pula kemungkinan 
pengembangan blockchain di Indonesia. 

5. BPKP Pembahasan ini berfokus pada pengawasan pembangunan untuk 
mengeksplorasi bagaimana proses pengawasan pembangunan saat ini dan 
kemungkinan diadopsinya teknologi blockchain dalam proses tersebut.  

6. PRAKTISI Pembahasan ini mengupas tuntas teknologi blockchain itu mulai dari fitur-
fiturnya, kelebihan kekurangannya serta tantangan yang akan dihadapi apabila 
blockchain diterapkan di Indonesia 

Adapun timeline dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5. Timeline Penelitian 

Seluruh data yang telah didapatkan kemudian ditriangulasi dan dianalisis untuk memetakan 
dan merancang model sistem anti korupsi dengan teknologi blockchain. Penelitian dilakukan mulai 
bulan Agustus sampai Desember 2022. 

Hasil dan Pembahasan 

Proses kerja Blockchain dalam menekan praktik korupsi 

Penggunaan teknologi blockchain di sektor publik masif dilakukan, termasuk dalam upaya 
menekan praktik korupsi (Sarker et al., 2021). Berbagai negara, khususnya negara-negara maju 
menangkap potensi pengggunaan blockchain khususnya dalam memerangi praktik korupsi. 
Subbagian ini akan menjelaskan bagaimana cara kerja blockchain yang memungkinkan untuk 
diterapkan (feasible). 

Blockchain dapat diabstraksikan menjadi tiga lapisan yang berbeda, seperti yang diilustrasikan 
pada Gambar 8. Inti dari blockchain adalah lapisan 1: Konsensus BFT—juga dikenal sebagai 
replikasi mesin—yang merupakan pendekatan umum untuk menoleransi kegagalan. Konsensus 
BFT memiliki bentuk yang berbeda-beda, mulai dari protokol BFT konvensional hingga konsensus 
berbasis PoW (lihat Gambar 6.).  

 

Gambar 6. Cara Blockchain Bekerja (Fasanella, 2018) 

Terlepas dari perbedaan mendasar dalam cara mencapai konsensus, bentuk apa pun harus 
memecahkan masalah yang sama: bagaimana untuk memungkinkan node mencapai konsensus 
tentang total permintaan (yaitu, konsistensi) transaksi yang diajukan oleh klien dalam bentuk 
permintaan. Setelah node mencapai konsensus tentang pesanan, data/operasi dari transaksi 
tersebut kemudian diproses sesuai urutan transaksi. Akibatnya, node yang terdistribusi secara 
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fungsional berperilaku seolah olah sebagai satu node terpusat. Hal ini memastikan bahwa hanya 
ada satu urutan transaksi klien, yang diketahui sebagai “rantai terpanjang”. Lapisan 2 dari block-
chain adalah smart contract, yang pada dasarnya adalah kode perangkat lunak. smart contract 
menyediakan antarmuka bagi pengembang blockchain untuk mengimplementasikan suatu fungsi 
baru. smart contract kemudian dapat memfasilitasi, memverifikasi, atau menegakkan pelaksana-
an transaksi bisnis. smart contract dapat dilihat sebagai suatu program yang menghubungkan 
protokol konsensus yang mendasarinya dengan lapisan 3, aplikasi, dan kasus penggunaan (Clavin 
et al., 2020b).  

Smart contract merupakan suatu program yang secara otomatis teraktivasi ketika node men-
capai konsensus, tanpa campur tangan manusia. Smart contract bukanlah kontrak biasa yang 
digunakan orang. Sebagai gantinya, node dalam blockchain dikonfigurasi untuk memeriksa 
serangkaian kondisi untuk melihat apakah kriteria pemicu telah terpenuhi. Jika seluruh persya-
ratan telah terpenuhi, maka node dapat langsung menjalankan kontrak yang telah disepakati, 
yakni sebuah program yang menjalankan fungsi bisnis yang telah ditentukan (Clavin et al., 
2020b). Dengan kata lain, smart contract berarti proses penyebaran aset digital antara dua pihak 
atau lebih secara otomatis dinyatakan oleh rumus yang didapatkan berdasarkan data yang dima-
sukkan pada saat pembuatan kontrak. Smart contract adalah program elektronik yang menerap-
kan suatu hasil pada blockchain yang terdaftar oleh protokol konsensus. Konsensus disini 
dimaknai bahwa jika semua node di jaringan mendukung transaksi maka otentikasi akan segera 
dilakukan (Razzaq et al., 2019). 

 

Gambar 7. Cara Kerja Blockchain (Ratan, 2019) 

 

Gambar 8. Gambar Lapisan Teknologi Blockchain (Clavin et al., 2020a) 
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Teknologi blockchain memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi pada buku besar yang 
didistribusikan (distributed ledger) menawarkan peluang baru bagi pemerintah untuk meningkat-
kan transparansi, mencegah penipuan, dan membangun kepercayaan di sektor publik (Batubara 
et al., 2018). Hal ini senada dengan penyampaian dari narasumber WIR GROUP bahwa blockchain 
merupakan suatu teknologi yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan sektor 
publik. Narasumber menjelaskan bahwa ada dua tipe blockchain yakni permissionless block-chain 
dan permissioned blockchain (lihat gambar 8). Permissionless blockchain ini memiliki karateristik 
yang berupa kebebasan dalam melakukan transaksi dan mengakses data. Sebaliknya, karakter-
istik dari permissioned blockchain adalah ketidakbebasan dalam mengakses data dan bertransak-
si. Tipe permissioned blockchain ini memiliki sifat yang private dan dianggap cocok untuk diterap-
kan di lingkup pemerintahan dan pelayanan publik karena identik dengan privasi data yang 
rahasia. Menurut narasumber dari BPKP, saat ini pemerintah gencar mendorong penggunaan 
teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, sesuai dengan amanat kebijakan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga teknologi blockchain ini memiliki peluang 
yang cukup besar untuk diwujudkan dan diadopsi dalam proses pembangunan.  

Potensi Blockchain Menekan Praktik Korupsi 

Kondisi saat ini, di Indonesia sudah cukup banyak sistem informasi dan teknologi yang diguna-
kan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, perenca-
naan dan program pemerintah lainnya. Misalnya, Kementerian Keuangan menggunakan Aplikasi 
SAIBA untuk pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, Aplikasi LAPOR yang dikembangkan 
oleh Kementerian PAN dan RB untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mengenai pelayan-
an publik tertentu dan aplikasi KRISNA yang merupakan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi 
Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian untuk mendukung 
proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Menurut data yang 
disebutkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat ini ada lebih dari 24 ribu aplikasi di seluruh 
sektor publik Indonesia yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Aplikasi aplikasi ini 
tersebar di berbagai instansi pemerintah dan belum terintegrasi datanya (Hakim, 2022). Sistem 
informasi dan aplikasi yang ada ini memiliki beberapa kelemahan antara lain: (1) Data tidak 
terintegrasi karena data per aplikasi ada pada masing masing server pengelola sistem; (2) 
Pengoperasian sangat tergantung pada admin/ operator, sistem tidak berjalan dengan mandiri; 
(3) Kendali sistem hanya ada pada server; (4) Tingkat keamanan rendah dan mudah di infiltrasi; 
(5) human error masih mungkin terjadi; dan (6) banyak celah untuk penyalahgunaan 

Kelemahan-kelemahan tersebut memungkinkan untuk dapat ditangani oleh teknologi block-
chain karena menurut hasil wawancara dengan praktisi kripto, pada dasarnya untuk mendesain 
penerapan suatu teknologi blockchain perlu menyiapkan big data yang masif sebagai dasar 
teknologi blockchain, sehingga dengan adanya data ini, maka kendala data yang tidak terintegrasi 
dengan sendirinya akan tertangani. Teknologi blockchain bukan teknologi yang sepenuhnya 
tergantung pada admin, smart contract adalah sistem yang dapat bekerja sendiri karena sejak 
awal sudah didesain untuk berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia sehingga 
kemungkinan untuk melakukan intercept atau memanipulasi sistem menjadi minimal. Teknologi 
blockchain juga meminimalisir adanya security breach atau pembobolan keamanan, dan terjadi-
nya human error. 

Potensi Adopsi Teknologi Blockchain Sektor Publik untuk Mencegah Korupsi 

Teknologi blockchain ini memungkinkan untuk diadopsi dengan menggunakan platform open 
source blockchain yang dapat diakses dengan gratis, antara lain Ethereum, HydraChain, Hyperled-
ger fabrics, Stellar, Ripple, Klaytn, OpenChain, Hyperledger Iroha, Corda, Tron, dan lain lain. 
(Venkatesh et al., 2014). Contoh penggunaan platform open source blockchain adalah model 
pemanfaatan teknologi blockchain sektor publik untuk sewa perumahan di Dubai (Alketbi et al., 
2020), untuk registrasi dan perizinan bisnis di Dubai Smart City dan 21 jenis pelayanan publik 
lainnya termasuk kebijakan one single identity bagi warganya (Khan et al., 2019), menjadikan 
Dubai sebagai salah satu Smart City di dunia yang hampir 100 persen didukung oleh Teknologi 
Blockchain. Contoh lainnya juga pada kebijakan identitas digital di Korea Selatan (Sung & Park, 
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2021), skema pembayaran kinerja konservasi alam melalui smart contract di Namibia 
(Oberhauser, 2019) dan skema pelayanan publik digital di Italia (Treiblmaier & Sillaber, 2020).  

Mengingat sifatnya yang terdesentralisasi, blockchain sudah digunakan untuk, antara lain, pen-
daftaran tanah, mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi kemungkinan penipuan dan 
korupsi (Khan et al., 2019). Untuk Republik Moldova, telah berkontribusi dalam peningkatan 
aliran investasi modal masuk, dan pengurangan praktik korupsi (Pilkington et al., 2017) dan 
Estonia adalah salah satu negara yang cukup terdepan dalam pengamanan catatan medis masya-
rakat dalam bentuk teknologi Blockchain (Lapointe & Fishbane, 2019). Sektor publik yang 
mengadopsi teknologi blockchain utamanya adalah di bidang kesehatan, manajemen data, mana-
jemen aset negara, identitas digital dan e-service (Clavin et al., 2020b). Narasumber dari Tim IT 
KPK RI menambahkan bahwa teknologi blockchain selain diterapkan berupa cryptocurrency, juga 
diterapkan di beberapa negara untuk e-voting (pemilu) dan identitas. 

Model Adopsi Blockchain untuk menekan praktik korupsi 

Pada bagian ini peneliti akan mengajukan suatu model pemanfaatan teknologi blockchain sek-
tor publik yang aplikatif untuk mengatasi potensi tindak pidana korupsi pada sistem perencanaan 
dan penganggaran sektor publik. Output dari kajian-kajian terdahulu mengenai blockchain sektor 
publik dapat dikategorikan menjadi konsep, system architecture (rancangan sistem), desain, 
prototipe, pengembangan dan evaluasi penerapan blockchain (Batubara et al., 2018). Sesuai 
dengan pendekatan penelitian ini yakni pada level Meso, maka penelitian ini akan mengemukakan 
suatu konsepsi model sistem anti-korupsi yang menerapkan teknologi blockchain.  

 

Gambar 9. Model Sistem Anti – Korupsi melalui Adopsi Teknologi Blockchain (dikembangkan peneliti 
berdasarkan model yang dikaji oleh (Clohessy et al., 2019) dan (Liu et al., 2021). 

Model sistem anti korupsi ini dikembangkan dari dua penelitian mengenai penerapan block-
chain yang dikaji oleh Clohessy, et al dan Liu, et al. Dalam mengadopsi teknologi blockchain di 
sektor publik, harus terdapat model yang mendukung terlaksananya adopsi tersebut hingga 
sukses, yakni dengan menerapkan model TOE (Technology, Organization and Environment). 
Model ini menjelaskan proses inovasi teknologi yang diputuskan oleh pemangku kebijakan suatu 
organisasi tertentu. Kerangka kerja ini mengembangkan tiga konteks untuk menjelaskan elemen 
krusial yang berperan dalam pengambilan kebijakan di tingkat organisasi untuk mengadopsi 
teknologi blockchain (Taherdoost, 2022). Terdapat tiga elemen penting dalam pengambilan 
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kebijakan suatu organisasi untuk mengadopsi teknologi blockchain(Clohessy et al., 2019), antara 
lain: 

Dukungan dari Pimpinan Manajemen (Top Management Support) 

Dukungan dari pimpinan manajemen sangat diperlukan dalam inisiasi teknologi blockchain 
karena pimpinan memiliki peran yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan di level orga-
nisasi. Dalam konteks adopsi blockchain dapat dikatakan bahwa dukungan pimpinan memainkan 
peranan penting karena adopsi blockchain dapat membutuhkan regulasi-regulasi dan persyaratan 
peraturan baru, tingkat kerumitan yang tinggi, akuisisi sumber daya baru, integrasi sumber daya, 
rekayasa ulang transaksi dan pertukaran informasi dan pengembangan keterampilan baru dan 
kompetensi.  

Kesiapan dari Organisasi (Organizational Readiness) 

Dari segi kesiapan organisasi, organisasi harus memiliki tiga hal, yakni sumber daya finansial, 
sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Dari perspektif sumber daya manu-
sia, keterampilan blockchain yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengembangkan teknologi 
blockchain dapat dikategorikan dalam kompetensi teknologi berikut: (1) teknologi dasar (misal-
nya, kriptografi, arsitektur kunci publik); (2) teknologi distributed ledger (misalnya penambangan 
dan algoritma konsensus); (3) forensik dan penegakan hukum (misalnya, pemahaman mengenai 
pencucian uang, darknet); (4) pasar, ekonomi dan keuangan (misalnya teori permainan, pemo-
delan bisnis); (5) desain industri (misalnya pasokan rantai, IoT) dan (6) peraturan dan standar 
(misalnya, smart contract dan kerangka kerja)(Clohessy et al., 2018). Beberapa narasumber yang 
telah diwawancarai juga menjelaskan pentingnya tiga sumber daya diatas. Narasumber dari WIR 
Group menyampaikan bahwa sumber daya finansial yang dibutuhkan akan cukup besar namun 
hasilnya akan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Anggaran juga merupakan suatu fokus 
tersendiri menurut narasumber dari Tim IT KPK yang mengatakan bahwa mengadopsi teknologi 
blockchain membutuhkan budgeting yang cukup tinggi. Concern lain yang perlu diperhatikan 
dalam kesiapan organisasi adalah dari segi sumber daya manusia. Menurut narasumber dari 
praktisi, ada perbedaan/ gap yang jelas antara pegawai generasi millenials dan generasi baby 
boomers dalam menerapkan suatu teknologi. 

Dukungan Organisasional (Organizational Support) 

Dukungan organisasional yang dimaksud adalah bahwa organisasi yang mengadopsi teknologi 
blockchain merupakan organisasi yang cukup besar (bukan organisasi skala kecil). Dalam konteks 
Indonesia yang merupakan negara yang besar dengan lembaga lembaga negara yang birokrasinya 
belum bisa dikatakan ramping, teknologi blockchain akan sangat strategis dalam mengakselerasi 
efektifitas dan efisiensi proses perencanaan dan penganggaran. 

Setelah tiga dimensi diatas terpenuhi, maka model yang diajukan oleh peneliti pada riset ini 
adalah model tata kelola teknologi blockchain itu sendiri, yakni terkait beberapa aspek krusial, 
antara lain pemahaman pemangku kepentingan terhadap teknologi blockchain, prioritas isu apa 
yang perlu diselesaikan dengan teknologi blockchain tersebut, apa yang menjadi objek dari tata 
kelola blockchain, fase fase dalam pengembangan blockchain, aktor pemangku kepentingan yang 
terlibat dan desain tata kelola blockchain.  

Penggunaan proses seperti tersebut dapat dioptimalkan untuk menekan praktik korupsi. 
Teknologi informasi yang ada selama ini masih tersentralisasi sehingga rawan disalahgunakan. 
Seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli TI dari Wir Group berikut: 

“berjalan dengan baik karena yes utang bisa ter-track dengan baik, setiap transaksi bisa 
ketahuan tapi lama-lama ternyata orang sadar bahwa orang yang ditengah ini bisa berlaku 
jahat bisa bad actor karena si orang yang chear ini bisa nge.. apa namanya.. ngasih gratifikasi.. 
atau ngasih suap ke orang yang ditengah supaya hutangnya dihapuskan gitu. (Wawancara, 15 
November 2022) 

Dengan jaringan yang tersentralisasi, kita tidak akan tahu proses yang terjadi di dalamnya. 
Narasumber menjelaskan bahwa “Itukan yang terjadi sama centralized system sekarang, ini resiko 
yang terjadi dengan misalnya dengan sistem ter-central sekarang gitu. ….itu bisa saja terjadi karena 
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kita tidak tau yang di dalam itu siapa.” (Wawancara, 15 November 2022). Dengan menggunakan 
teknologi blockchain yang memiliki jaringan terdistribusi, maka potensi kecurangan tersebut bisa 
dihindari. Jaringan yang saling terhubung memungkinan adanya peer review sehingga untuk 
membuat sebuah transaksi misalnya harus ada kesepakatan dari mayoritas peserta di jaringan, 
seperti yang disampaikan oleh narasumber  

“setiap ada yang transaksi yang terjadi, semua mereka menulis di buku catatannya masing-
masing dan ketika misalnya sudah tertulis, mereka semua teriak bahwa yang tertulis 
ditempatnya itu apa gitu yah.. misalnya ada satu orang yang pengen macem-macem gitu, ngak 
akan bisa karena mayoritas punya nilai yang sama gitu..”(Wawancara, 15 November 2022). 

Sektor keuangan dan pengadaan barang jasa, bisa menjadi fokus utama penerapan blockchain. 
Pemerintah sedang mengembangkan sistem identitas digital berbasiskan blockchain. Di Kemente-
rian Keuangan jika bisa mengelola keuangan negara dengan mekanisme jaringan terdesentralisasi 
dan smart contract maka bisa menekan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jika ingin mem-
buat sebuah transaksi maka harus mendapatkan persetujuan (approval by system) dari seluruh 
peserta yang tergabung dalam jaringan.  

Simpulan  

Korupsi adalah suatu masalah publik yang mengakar dan mengakibatkan pelemahan dimensi 
dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun upaya pemberantasan korupsi yang telah 
dilakukan telah cukup masif, data menunjukkan bahwa frekuensi dan interval kejadian tindak 
pidana korupsi dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sistem berbasis teknologi yang ada 
saat ini belum bisa menyiasati celah celah potensi tindak pidana korupsi, terutama dalam sistem 
perencanaan dan penganggaran keuangan. Penelitian ini berusaha untuk mengisi gap dalam 
ranah studi pencegahan tindak pidana korupsi dengan menawarkan konsepsi adopsi teknologi 
blockchain sektor publik dalam tajuk Sistem Anti- Korupsi 4.0. Peneliti menjelaskan bagaimana 
kondisi anti korupsi dapat tercapai dengan teknologi blockchain serta memetakan elemen elemen 
penting penting dalam pengambilan kebijakan adopsi teknologi blockchain.  

Keterbatasan waktu merupakan suatu tantangan yang dihadapi peneliti dalam proses kajian 
ini sehingga penelitian selanjutnya memerlukan waktu yang lebih luas untuk mengkaji lebih 
dalam mengenai penerapan blockchain di sektor publik dalam mencegah korupsi, tidak hanya di 
tataran konsepsi, desain dan perancangan sistem, namun bahkan bisa menghasilkan suatu 
prototipe teknologi blockchain tertentu yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah korupsi 
di sektor publik.  

Penelitian lebih lanjut terkait penerapan blockchain di sektor publik dengan metode metode 
yang lebih eksploratif seperti penelitian terapan kuantitatif atau eksperimental akan sangat 
bermanfaat untuk menguji sejauh mana teknologi blockchain dapat menjadi solusi bagi perilaku 
koruptif di sektor publik yang selama ini belum dapat disasar oleh metode yang telah biasa 
dikembangkan.  
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